
 

 

 

PERJANJIAN KINERJA (PK) 
DINAS TRANSMIGRASI DAN 
TENAGA KERJA 
TAHUN 2025 

 



 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

TINGKAT ESELON II 
TAHUN 2025 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

 

Nama  : KAMAL RASYID, S.STP 

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

selanjutnya disebut Pihak Pertama 
 

Nama  : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM 

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 
 

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian 

kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja 

tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan 

melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam 

mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.  
 
 
 
 

           Malili,   03 Maret  2025 
 

Pihak Kedua,          Pihak Pertama, 
BUPATI LUWU TIMUR      KEPALA DINAS        
 
 
 
 
Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM  KAMAL RASYID, S.STP 
 

LU
WU TIMUR



PERJANJIAN KINERJA 
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

TAHUN 2025 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET 

(1) (2) (3) (5) 

1 Meningkatnya Pengembangan 

dan Kemandirian Warga 

Transmigran 

- Persentase Warga 

Transmigran Mandiri (%) 

 

63,86 % 

 

 

2 

 

 

Meningkatnya penyerapan  
tenaga kerja 

- Persentase Penyerapan 

Tenaga Kerja Baru (%) 
21,72 % 

3 Meningkatnya Kualitas dan 

pencapaian Kinerja 

Penyelenggaraan Urusan 

Perangkat Daerah 

- Nilai SAKIP 

          78,85  

 

 

  

 Program  Anggaran 

1. 

 

Rp 4.810.656.049,- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    
2.  Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp 31.205.500,- 
    

3.  
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas  Tenaga 
Kerja 

Rp 1.695.809.400,- 

4.  Program Penempatan Tenaga Kerja Rp 313.024.500,- 
  

Rp 479.641.900,- 5.  Program Hubungan Industrial 
    

6.  Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Rp 268.930.500,- 

        

 
          
 
 
 
 
 
 
 



7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp 240.243.500,- 
    

8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 515.825.500,- 

 
 
      
  Malili,    03 Maret 2025 

 BUPATI LUWU TIMUR KEPALA DINAS  
    

 

 

 

 Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM KAMAL RASYID, S.STP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN  PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON II 

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2024 

 

Penjelasan Kinerja 1          

Uraian Sasaran 

Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran 

 Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sasaran ini merupakan 

upaya untuk menghitung tingkat keberhasilan Program Transmigrasi di mana tujuan 

utama transmigrasi yaitu pemerataan penduduk serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat transmigran yang telah ditempatkan. Warga Transmigrasi diharapkan 

dapat hidup secara mandiri dan berkembang setelah ditempatkan dan berdampak 

pada peningkatan ekonomi secara pribadi maupun pada lokasi transmigrasi. 

Transmigrasi Mandiri dapat diartikan adalah warga transmigran yang meningkat taraf 

hidupnya setelah penempatan, tidak tercatat sebagai Keluarga Miskin (tidak mampu) 

dan bukan bagian dari penerima bantuan keluarga miskin dari Pemerintah. Dengan 

Peningkatan ekonomi warga Transmigrasi dan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur 

pada wilayah transmigrasi diharapkan dapat mendukung peningkatan status Indeks 

Desa Membangun (IDM) yang menjadi Indikator Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Luwu 

Timur yaitu Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan 

Berkelanjutan. 

 Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) 

Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No. Uraian 
Relevansi 

Menggambarkan 
Kondisi 

Formulasi/Rumus 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 

Persentase 
Warga 

Transmigran 
yang Mandiri 

Dengan makin 
meningkatnya 
jumlah warga 

transmigrasi yang 
meningkat taraf 

hidupnya 
berkembang serta 

hidup mandiri, maka 
makin meningkat 

pula pengembangan 
dan kemandirian 

warga transmigran. 

(Jumlah Warga 
Transmigran  yang 
Mandiri/ Meningkat 
Taraf hidupnya 
dibagi Jumlah Warga 
Transmigran yang 
telah ditempatkan) di 
kali 100 

Dinas 
Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja 

 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Persentase Warga 
Transmigran yang 
Mandiri 

63.86 
% 

Jumlah Warga transmigran yang meningkat taraf hidup dan 
pendapatannya sehingga dapat hidup secara mandiri 
setelah ditempatkan pada wilayah transmigran 
Transmigran Mandiri adalah Warga transmigran yang telah 
lepas masa binaan dan dapat hidup mandiri mempunyai 
tempat tinggal yang layak serta tidak termasuk dalam Data 
Penduduk Miskin (penerima bantuan masyarakat miskin) 
 
Penetapan target Tahun 2025 berdasarkan capaian dan 
data tahun sebelumnya (2024) yakni 
Jumlah Warga transmigran mandiri: 873 KK 
Jumlah Total warga transmigran yang telah ditempatkan : 
1385 KK 
Capaian persentase warga transmigran mandiri : 63,03% 
 
Penetapan target tahun 2025 
Jumlah Warga transmigran mandiri: 904 KK 
Jumlah Total warga transmigran yang telah ditempatkan : 
1415 KK 
Capaian persentase warga transmigran mandir : 63,86% 
 
 



Penjelasan Kinerja 2          

Uraian Sasaran 

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 

 Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan jumlah Pencari 

Kerja yang telah mendapatkan pekerjaan dan telah bekerja melalui penempatan 

tenaga kerja. Melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat 

menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menjadi Indikator RPJMD 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.  

 Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, sertaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain 

No. Uraian 
Relevansi 

Menggambarkan 
Kondisi 

Formulasi/Rumus 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 Persentase 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Baru 

Dengan semakin 
meningkatnya 
persentase 
penyerapan tenaga 
kerja baru maka 
semakin meningkat 
pula jumlah 
penduduk yang 
bekerja 

Jumlah Penganggur 
yang terserap pada 
tahun n  dibagi 
Jumlah Total 
Penganggur pada 
tahun n-1 x 100 

Dinas 
Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja 
dan BPS Luwu 

Timur 

 

 

 

 



Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Penjelasan Kinerja 3          

Uraian Sasaran 

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan 

Perangkat Daerah 

 Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi di mana kualitas 

kinerja dan tata kelola keuangan perangkat daerah berjalan secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator dan Nilai SAKIP Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 

 Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 

tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Dengan semakin meningkat akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan 

melayani di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pun akan dapat terwujud. 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja merupakan kondisi awal yang harus diwujudkan pada Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja. 

 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Persentase 
Penyerapan 
Tenaga Kerja Baru 

21,72 % Jumlah Penganggur (Pencari Kerja) Kabupaten Luwu yang 
terserap pada Tahun berkenan 
Penganggur yang terserap yaitu Jumlah Pencari Kerja yang 
telah ditempatkan (bekerja) 
 
Penetapan target berdasarkan target Renstra serta capaian 
dan data tahun sebelumnya (2024) yakni 
Jumlah Penempatan tenaga kerja: 1725 orang 
Jumlah Penganggur tahun n-1 (2023): 8521 orang 
Capaian persentase penyerapan tenaga kerja baru: 20,24% 
 
Penetapan target tahun 2025 dengan asumsi 
Jumlah Penempatan tenaga kerja: 1700 orang 
Jumlah Penganggur tahun n-1 (2023): 7820 orang 
Target persentase penyerapan tenaga kerja baru: 21,72% 
 
 
 



Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain 

No. Uraian 
Relevansi 

Menggambarkan 
Kondisi 

Formulasi/Rumus 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 

Nilai SAKIP 
Dinas 

Transmigrasi 
dan Tenaga 

Kerja 

Dengan Semakin 
tinggi Nilai SAKIP 
Dinas Transmigrasi 
dan Tenaga Kerja 
maka semakin baik 
peningkatan 
pencapaian kinerja 
yang tepat sasaran 
dan berorientasi 
hasil pada Dinas 
Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja 

Penilaian opini yang 
dikeluarkan oleh 
Inspektorat terhadap 
laporan SAKIP 

Laporan Hasil 
Evaluasi SAKIP 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Nilai SAKIP 
DinasTransmigrasi 
dan Tenaga Kerja 

  78,85 Berdasarkan Target Nilai Renstra untuk Tahun 2025 yakni 
78.85 dan Capaian Realisasi Tahun sebelumnya (2023) 
yakni 76.95 sesuai LHE dari Inspektorat Luwu Timur 



































LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON III 

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

 

 

Penjelasan Kinerja 1          

Uraian Sasaran 

Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio atau persentase 

jumlah angkatan kerja (baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan) terhadap 

total populasi dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas). TPAK menunjukkan sejauh 

mana suatu negara atau wilayah memanfaatkan potensi tenaga kerja yang ada di dalam 

masyarakatnya. Selain itu TPAK adalah indikator penting dalam ekonomi karena 

menggambarkan potensi tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi suatu negara atau daerah. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya 

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi 

karena Semakin tinggi TPAK, semakin banyak orang yang terlibat dalam pasar tenaga 

kerja. 

 Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

 

 

 



 

No. Uraian 
Relevansi 

Menggambarkan 
Kondisi 

Formulasi/Rumus 
Perhitungan 

Sumber Data 

1 
Tingkat 

Partisipasi 
Angkatan Kerja 

Dengan semakin 
meningkatnya 

TPAK, maka 
diharapkan akan 
meningkat pula 
aktivitas dalam 
pasar kerja dan 

akan meningkatkan 
penyerapan tenaga 

kerja 

Jumlah Angkatan 
Kerja dibagi Jumlah 
Penduduk Usia Kerja 
dikali 100 

Dinas 
Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan Kerja 

71,5% Target Kinerja berdasarkan target Renstra serta 
berdasarkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
Tahun sebelumnya (2024) yakni 69,25% 

 

Penjelasan Kinerja 2         

Uraian Sasaran 

Meningkatnya kapasitas sumber daya tenaga kerja  

 Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kapasitas 

dan Kompetensi Tenaga Kerja maupun calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 

yang tersedia. Calon Tenaga kerja dibekali keterampilan khusus (kompetensi) agar 

dapat bersaing dalam pasar kerja. Dengan dibekalinya kompetensi para calon tenaga 

kerja diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta peningkatan penyerapan 

tenaga kerja. 

 Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 


















































































